KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 214.1/PP.04.3-Rk/7308/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

AKREDITASI PEMANTAU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BONE TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang :

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bone Tahun 2018,Pemantauan Pemilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a diatas maka perlu untuk menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone
tentang Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Bone Tahun 2018.

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik . . .
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati,dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum
Republik  Indonesia, Komisi Pemilihan = Umum
Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi . . .
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10.

11;

12,

Memerhatikan : 1.

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WaliKota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 08 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan
Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota ;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone Tanggal Empat Belas Juni Dua Ribu
Delapan Belas Nomor : 113/PP.04.3-BA/7308/KPU-
BN/2017 perihal Akreditasi Pemantau Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018.

MEMUTUSKAN : . ..
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Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONE TENTANG AKREDITASI PEMANTAU PADA LEMBAGA
LASKAR ANTI KORUPSI PEJUANG 45 SEBAGAI
PEMANTAU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BONE TAHUN 2018.

Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:

a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;

c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda
pengenal kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja
Pemantauan Pemilihan;

d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan
Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum
melaksanakan Pemantauan Pemilihan;

e. menggunakan tanda  pengenal selama  dalam
Pemantauan Pemilihan;

f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak
memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk
meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan
keamanan;

g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan
Pemantauan Pemilihan berlangsung;

h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau
Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah Pemantauan
Pemilihan;

i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang
penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap
hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan
kepada Pemilih;

j. menghormati . . .
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KEDUA

KETIGA

J-

menghormati adat istiadat dan budaya setempat;

k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan

secara obyektif dan tidak berpihak;
membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang

akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;

. menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan

Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi
kepada - 28 - KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota; dan

menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai
pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan
pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum

pengumuman hasil pemungutan suara; dan

. menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan

kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota terpilih.

Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya
keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang bersumber dari
Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
~ Pada tanggal 15 Juni 2018

- KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd

AKSI HAMZAH
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